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ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian lapangan yang berjudul” Analisis Hukum
Islam Terhadap Produk-Produk Pembiayaan Di KSUS Surya Perkasa
Lamongan”Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana
praktek transaksi produk-produk pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah
(KSUS) “Surya Perkasa” di Desa Solokuro Lamongan, dan Bagaimana analisis
hukum Islam terhadap produk-produk pembiayaan di Koperasi Serba Usaha
Syari’ah (KSUS) “Surya Perkasa” di Desa Solokuro Lamongan

Data penelitian ini diperoleh dari KSUS “Surya Perkasa” Solokuro
Lamongan yang menjadi objek penelitian, melalui interview, yang kemudian
dianalisis dengan metode diskriptif dan pola pikir induktif

_ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan

Mudarabah yang ada di KSUS “Surya Perkasa”, perhitungan bagi hasil
ditentukan diawal berdasarkan besarnya modal pokok yang dipinjam oleh
pihak nasabah, schingga besarnya nisbah bagi hasil sudah dapat diketahui
sebelum usaha tersebut dilakukan dan keuntungan diperoleh, juga
disamakannya pembiayaan Bay ’bisamani ajil dengan pembiayaan A/-Qard Al-
Hasan Baik dalam proses pengajuan pembiayaan maupun dalam
pengembaliannya, dengan alasan bahwa kedua pembiayaan ini ditujukan bagi
orang yang kurang mampu.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwa bagi hasil menurut hukum
Islam harus ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil
tersebut dapat terealisasi setelah adanya hasil usaha dan bukan berdasarkan
besarnya modal pokok yang dipinjam oleh pihak nasabah, dalam hal ini berarti
pada pembiayaan Mudarabah yang ada di KSUS Surya Perkasa tidak sesuai
dengan perspektif hukum Islam, dan antara Bay ’bisamani ajil dan Al-Qard Al-
Hasan disini sangat berbeda jauh, sebab dalam hukum Islam dijelaskan bahwa
Bay’bisamani ajil adalah pembelian suatu barang dengan cara cicilan karena
seorang nasabah tidak mampu untuk melakukan pembelian dengan cara tunai,
sedangkan A/-Qard Al-Hasan adalah pembiayaan yang di khususkan atau
ditujukan untuk orang yang tidak mampu, karcna dana pembiayaan ini berasal
dari dana infaq dan sadaqah maka dalam pengembaliannya seorang nasabah
tersebut tidak dibebani dengan biaya tambahan.

v
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan berdiri sejak tahun 2007,
Koperasi ini bisa dikategorikan sebagai Koperasi yang berkembang dengan pesat
hal ini terbukti dengan perputaran uang yang terus bertambah tiap bulannya. Hal
ini tak lepas dengan adanya 4 produk pembiayaan yang ada disana di antaranya
adalah Mudarabah, Murabahah, Musarakah, dan Al-Qard Al-Hasan atau

Bay’bisamani ajil

Selain produk yang dimiliki pihak Koperasi sendiri, perkembangan
Koperasi Surya Perkasa juga dipengaruhi oleh lembaga keuangan lainnya yang
ada didaerah Lamongan yang menerapkan suku bunga lebih tinggi dari pada
sistem bagi hasil yang dimiliki oleh Koperasi Surya Perkasa, sehingga
kebanyakan masyarakat terutama yang ada didaerah Lamongan lebih cenderung
untuk melakukan pembiayaan di Koperasi Surya Perkasa dari pada lembaga

keuangan yang lainnya.

Koperasi Surya Perkasa memang memiliki produk pembiayaan yang dapat
menarik minat masyarakat, akan tetapi beberapa produk pembiayaan disana

seperti Musarakah dan Murabahah belum bisa berjalan dengan maksimal, hal ini



dikarenakan kurangnya respon masyarakat dan juga pengetahuan masyarakat
tentang fungsi produk-produk tersebut, schingga timbul pemikiran dari
masyarakat bahwa mereka belum membutuhkan pembiayaan ini dan bahkan
sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa Koperasi Surya Perkasa
hanya memiliki dua produk pembiayaan saja yaitu Mudarabah dan Bay’bisamani
ajil , sehingga dalam masyarakat timbul suatu ketergantungan akan kedua produk
ini (Mudarabah dan Bay’bisamani ajil ) dan mengenyampingkan keberadaan

produk pembiayaan yang lainnya.

Produk-produk pembiayaan yang ada di KSUS Surya Perkasa seperti
yang telah di rumuskan dalam teori yang dimuat dalam aturan khusus memiliki

pengertian sebagai berikut :

a. Mudarabah, yaitu pola pembiayaan kerjasama bagi hasil yang mana 100%
modal adalah pihak KSUS selaku sahibu/ mal dan pelaku usaha sebagai
mudarib yang mempertanggung jawabkan segala kegiatan usaha dan modal
dengan perhitungan bagi hasil 70% pihak mudarib dan 30% pihak Koperasi
yang diambil dari modal awal atau dengan negosiasi yang didasarkan pada

kewajaran.

b. Musarakah, yaitu pola pembiayaan kerjasama bagi hasil yang mana sebagian
modal dari pihak KSUS dan sebagian modal dari pihak mudarib, dengan

perhitungan bagi hasil 40% pihak KSUS 60% pihak mudarib



c. Mourabahah, yaitu pola pembiayaan bagi hasil dengan sistem jual beli dimana
kebutuhan akan barang pihak nasabah akan dipenuhi oleh pihak KSUS
dengan akad jual beli yang pembayaranya akan dilakukan kemudian oleh

pihak nasabah, dengan tetap mendasarkan pada syarat dan sahnya jual beli.

d. Bay’bisamani ajil , atau yang biasa disebut pengembangan dari pembiayaan
Murabahah, jika dilihat dari tujuannya pembiayaan ini memang sesuai
dengan teori pembiayaan dalam Islam karena pembiayaan ini ditujukan untuk

masyarakat yang kurang mampu dalam membayar tunai.

e. Al-Qard Al-Hasan, yaitu pola pembiayaan kebijakan yang di tujukan pada
mudarib yang usahanya berskala kecil dengan jumlah pembiayaan maksimal
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana bagi hasil untuk pihak
mudarib tidak ada ketentuan tergantung keihlasan pihak mudarib  dan

sumber dana yang digunakan adalah kumpulan dana infak dan shodaqah.

Pembiayaan Mudarabah di KSUS ini tidak sesuai dengan teori hukum Islam
hal ini dikarenakan sistem bagi hasilnya ditentukan diawal berdasarkan besarnya
modal pokok yang dipinjam oleh pihak nasabah dan dan bukan berdasarkan nisbah
bagi hasil, secara tidak langsung pihak KSUS selaku sahibul ;::5[ tidak
memperdulikan kinerja usaha dari nasabah selaku pengelola usaha. Jadi apabila suatu
saat usaha tersebut mengalami kerugian atau keuntungan lebih dari yang

diperkirakan maka itu semua mutlak milik nasabah selaku pengelola usaha.



Sedangkan pihak KSUS mendapatkan bagi hasil yang selalu tetap yaitu 30% dari
prosentase 70;30 yang diambil dari modal (pinjaman) awal tersebut, yang mana 70%
untuk nasabah selaku mudarib dan 30% untuk pihak koperasi selaku sahibul mal
dan pembayaran (bagi hasil untuk pihak koperasi) dapat dilakukan dengan cara
mengangsur atau tunai pada akhir periode'. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan
perspektif hukum Islam, karena seharusnya nisbah bagi hasil tersebut diambil dari
keuntungan yang diperoleh dan bukan dari modal awal yang dipinjam oleh nasabah,
dengan prosentase 70:30, 65:35,.....setelah usaha tersebut dilakukan dan keuntungan
diperoleh. Menurut H. Karnaen A. Permataatmadja dan H. Muhammad Syafi’i
Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam apabila terjadi kerugian dan kerugian
tersebut merupakan konsekwensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari
kesepakatan) maka sahibul mal akan menanggung kerugian manakala pengusaha
akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah

keuntungan bagi hasil yang akan dipcrolehnya.2

Selain pembiayaan Mudarabah penulis juga mengkaji beberapa produk
pembiayaan yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam dan yang menjadi titik poin
penulis adalah disamakannya antara produk pembiayaan Bay bisamani ajil dengan

Al-Qard Al-hasan. Pada dasarnya pembiayaan Bay’bisamani gjil adalah

! Hasil wawancara dari derektur utama KSU Bpk Askuri, 05 maret 2010
? H. Karnaen A.Permataatmadja dan H. Muhammad Syafi’i Antonio,aps dan bagaimans bank
islam,yogyakarta 1992 hal.21



pengembangan dari pembiayaan Murabahah, pembiayaan ini identik dengan jual beli

barang atau pembelian barang dengan pembayaran secara cicilan.

Dalam pembiayaan Bay bisamani ajil seorang nasabah akan mendapatkan
porsi pembiayaan sesuai dengan kebijakan pihak Koperasi, dan hal ini sesuai dengan
hasil analisis dan juga survei pihak Koperasi. Jadi seorang yang dikatakan kurang
mampu oleh pihak Koperasi akan mendapatkan porsi pembiayaan yang lebih sedikit.
Secara tidak langsung seorang nasabah hanya bisa melakukan pembiayaan (membeli
suatu barang) sesuai dengan kemampuannya. dan hal ini tidak sesuai dengan teori
Bay’bisamani ajil yang ada, karena dalam pembiayaan Bay ’bisamani ajil seseorang
tidak dibatasi dalam melakukan permohonan pembiayaan, hal ini mengacu kepada
tujuan utama pembiayaan ini diadakan yaitu untuk membantu pihak-pihak yang

tidak mampunyai kemampuan untuk membeli suatu barang secara tunai.

Bay’bisamani ajil disini hampir sama dengan A/-Qard Al-Hasan dan tidak
dibedakan sama sekali. A/-Qard Al-Hasan adalah pembiayaan yang dilakukan
kepada nasabah sesuai dengan kebijakan pihak KSUS dan tanpa jaminan jadi
pembiayaan ini relatif lebih sedikit dan ditujukan untuk nasabah yang kurang
mampu. Berangkat dari teori tersebut maka pihak KSUS tidak membedakan
Bay’bisamani gjil dengan Al-Qard Al-Hasan Karena kedua pembiayaan tersebut
sama-sama bertujuan untuk orang yang kurang mampu dan tanpa disertai adanya

jaminan. Padahal jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam pembiayaan



Bay’bisamani ajil adalah pengembangan dari pembiayaan Murabahah yang
bertujuan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam melakukan pengembalian
pinjaman yaitu dengan sistematika pembayaran dapat dilakukan secara cicilan dan
dalam kurun waktu yang relatif lebih lama. Sedangkan A/-Qard Al-hasan sendiri
berbeda jauh dari Bay’bisamani ajil dimana suatu pinjaman lunak yang diberikan
atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk
mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasif karena
dana pembiayaan berasal dari infaq dan shadagoh®, dan dalam perspektif hukum
Islam seorang nasabah diperbolehkan apabila memberikan biaya tambahan pada saat
pengembalian atas dasar ucapan terima kasih kepada pihak KSUS karena telah
memberikan pembiayaan atau dengan kata lain nasabah memberikan biaya tambahan
berdasarkan kemampuan serta keikhlasannya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka
penulis akan menganalisis mengenai penerapan produk-produk pembiayaan dalam

hukum Islam.
B. Identifikasi Masalah

Dari latar uraian latar belakang diatas maka, permasalahan-permasalahan

yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:
1. Latar belakang berdirinya KSUS

2. Produk-produk Pembiayaan KSUS

* Dokumen KSU Surya perkasa



3. Penerapan produk-produk pembiayaan KSUS
4. Keistimewaan dan kelemahan produk-produk pembiayaan KSUS

5. Pengaruh lembaga keuangan lain didaerah Lamongan terhadap produk

pembiayaan KSUS
6. Minat masyarakat terhadap produk-produk pembiayaan KSUS

7. Pengetahuan masyarakat akan produk-produk pembiayaan yang dimiliki

KSUS
8. Tujuan produk-produk pembiayaan KSUS
9. Teori produk-produk pembiayaan di buku aturan khusus KSUS
C. Pembatasan Masalah

Agar kajian ini bisa menghasilkan secara optimal, maka penulis membatasi

masalah yang diteliti sebagi berikut :

1. Penerapan produk-produk pembiayaan (Mudarabah, dan Al-Qard Al-hasan

atau Bay’bisamani ajil )

2. Produk-produk pembiayaan (Mudarabah, dan Al-Qard Al-hasan atau

Bay’bisamani ajil ) dalam perspektif hukum Islam



D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek produk-produk pembiayaan di Koperasi Serba Usaha

Syariah (KSUS) “Surya Perkasa” di Desa Solokuro Lamongan ?

2. Bagaimana produk-produk pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah

(KSUS) “Surya Perkasa”dalam perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah diatas, maka tujuan dari penulis adalah;

1. Untuk memahami praktek produk-produk pembiayaan di Koperasi Serba

Usaha Syariah (KSUS) “Surya Perkasa” diDesa Solokuro Lamongan.

2. Untuk memahami produk-produk pembiayaan di Koperasi Serba Usaha

Syariah (KSUS) “Surya Perkasa” dalam perspektif hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Sebagai langkah awal penambahan wawasan bagi penulis

2. Kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk menyusun

hipotesis bagi peneliti berikutnya



3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan sebagai tambahan

informasi bagi para pihak KSUS “Surya Perkasa” Solokuro Lamongan dan

para nasabah serta calon nasabahnya

G. Kajian Pustaka

1.

Tinjauan Peneliti Terdahulu

Dalam menentukan langkah dan agar suatu lembaga keuangan Syariah
dapat diterima oleh masyarakat untuk perkembangannya, maka setiap
lembaga keuangan Syariah harus memiliki inisiatif untuk membuat produk
pembiayaan yang sesuai dengan keinginan masyarakat tetapi hal tersebut
harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, perkembangan lembaga
keuangan Syariah sangat dipengaruhi oleh produk-produk pembiayaan yang
dimiliki, hal ini terbukti dengan adanya beberapa lembaga keuangan Syariah
yang berkembang dengan pesat karena produk-produk pembiayaan yang

dimiliki mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat.

Dalam tinjauan terdahulu hal ini telah diteliti oleh Sudiyatur Rahmah
dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap Side streaming produk
pembiayaan Mudarabah pada bank bukopin cabang Syariah Surabaya” yang
didalamnya menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Side streming
pada produk pembiayaan Mudarabah dan langkah-langkah pihak bank

terhadap Side streming pada produk pembiayaan Mudarabah serta tinjauan
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hukum Islam terhadap Side streming pada produk pembiayaan Mud;rabab
pada bank bukopin Syariah. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa
terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu pihak ketiga atau pihak penerima
akad kuasa, pihak bank dan pihak nasabah. Dalam penelitian ini
menyimpulkan bahwa Side streming pada produk pembiayaan Mudarabah
tidak diperbolehkan karena dengan melakukan Side streming seorang
nasabah tidak memiliki sifat kejujuran, amanah, taat, dan tanggung jawab
yang sangat dibutuhkan oleh pihak bank untuk memberikan pembiayaan, dan
bahkan bisa menjadi haram apabila nasabah tersebut melakukan penipuan
terhadap bank atas dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan

kepentingan pembiayaan.

Selanjutnya dalam skripsi lilik faridah dengan judul “Tinjauan hukum
Islam terhadap Side streaming pada produk pembiayaan Murabahah (studi
kasus di KBPRS Untung Surapati Bangil)”. Didalamnya menjelaskan tentang
latar belakang terjadinya Side streming pada produk pembiayaan Murabahah
dan langkah-langkah pihak bank terhadap Side streming pada produk
pembiayaan Murabahah serta tinjauan hukum Islam terhadap Side streming
pada produk pembiayaan Murabahah pada bank bukopin Syariah. Seperti
halnya pada skripsi Sudiyatur Rahmah, lilik Faridah juga menemukan 3
faktor yang mempengaruhi yaitu pihak ketiga atau pihak penerima akad

kuasa, pihak bank dan pihak nasabah. Dan menyimpulkan bahwa Side
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streming pada produk pembiayaan Murabahah tidak diperbolehkan karena
dengan melakukan Side streming seorang nasabah tidak memiliki sifat
kejujuran, amanah, taat, dan tanggung jawab yang sangat dibutuhkan oleh
pihak bank untuk memberikan pembiayaan, dan bahkan bisa dihukumi haram
apabila nasabah tersebut melakukan penipuan terhadap bank atas dana yang

diberikan oleh bank untuk mengelola usaha nasabah.

Dan juga sudah pernah dibahas dalam skripsi Nur laily dengan judul
“Tinjauan hukum Islam terhadap Revenue sharing pada produk pembiayaan
Musarakah di Bank BRI KCP Surabaya Kaliasin” yang membahas tentang
sistem revenue sharing pada produk pembiayaan Musarakah dan tinjauan
hukum Islam terhadap revenue sharing pada produk produk pembiayaan
Musarakah di Bank BRI KCP Surabaya Kaliasin serta penelitian terhadap
bagi hasil dengan revenue sharing di bank BRI Syariah KCP Surabaya
Kaliasin, yang dalam perhitungan bagi hasilnya berdasarkan pada pendapatan
usaha tanpa dikurangi dengan beban usaha, sepanjang pengelola dana
memperoleh revenue (pendapatan) maka pemilik dana akan mendapatkan
kontribusi bagi hasil. Dan hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena
belum tentu suatu usaha yang mendapatkan pendapatan juga menhasilkan

keuntungan.
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Kajian teoritis

Pada pembahasan sebelumnya ada beberapa penulis yang membahas
tentang peroduk pembiayaan namun hanya terfokus pada salah satu produk
pembiayaan saja, tetapi yang membedakan adalah penulis akan mencoba
untuk menganalisis produk-produk pembiayaan yang mungkin terjadi di
KSUS Solokuro Lamongan secara keseluruhan baik itu meliputi pembiayaan
Moudarabah, Murabahah, Musarakah, Bay’bisamani ajil , dan Al-Qard Al-
hasan yang ada di KSUS Surya Perkasa. Dan produk-produk pembiayaan
inilah yang ditawarkan pihak Koperasi kepada nasabah, akan tetapi dalam
aplikasinya hanya ada dua produk pembiayaan yang berjalan hal ini seiring
dengan kebutuhan masyarakat yang hanya memerlukan dua produk
pembiayaan tersebut dalam melakukan transaksi. Seiring dengan usia
Koperasi yang masih belia, maka pelaksaan kinerjanya juga belum bisa
maksimal hal ini dilandasi oleh keadaan masyarakat yang sudah dihegemoni
dengan sistem konvensional, sehingga keadaan ini memaksa pihak Koperasi
merombak sistem pembiayaan yang ada disana. Dan hal inilah yang
mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi
“Analisis Hukum Islam Terhadap Produk-Produk Pembiayaan di Koperasi

Serba Usaha Syariah (KSUS) Surya Perkasa Solokuro Lamongan ”
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H. Difinisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interprestasi
terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Produk-Produk Pembiayaan di KSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan “maka

penulis perlu menguraikan kata-kata sebagai berikut:

1.  Analisis :Kupasan atau uraian suatu masalah sehingga mudah

difahami oleh masyarakat banyak*

2. Hukum Islam :Norma-norma yang tercermin dalam ayat-ayat ahkam, hadis-
hadis ahkam, dan jabarannya dalam hasil-hasil istimbat yang
dilakukan para fukaha di lingkungan Mazhab Empat (Hanafi,
Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), yang diuraikan oleh beberapa

pengarang buku yang sesuai dengan hukum islam.

3. Produk-produk Pembiayaan: Berbagai macam hasil atau buatan dari lembaga
keuangan yang berupa penyediaan uang atau tagihan atas
kesepakatan bersama yang ditawarkan kepada masyarakat,
yaitu terkait dengan pembiayaan Mudarabah, Bay’bisamani

ajil , dan A/-Qard Al-hasan

4 Pius A partanto, kamus ilmiah populer, hal 29
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4. KSUS Surya Perkasa: Koperasi Serba Usaha Syariah “Surya Perkasa” yang
terletak didaerah Lamongan tepatnya di kecamatan Solokuro
yang didalamnya memiliki beberapa usaha selain simpan
pinjam syariah juga mempunyai usaha-usaha lain yaitu obat-
obatan, pupuk dan jasa perpanjangan BPKB dan memiliki
beberapa produk unggulan seperti Mudarabah, Murabahah,
Musarakah, dan Bay’bisamani ajil atau Al-Qard Al- hasan,
dengan tujuan menjadi wadah ekonomi sebagai sarana

dakwah yang berbasis islam.
I. Metode Penelitian
1. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di KSUS Surya Perkasa yang ada didaerah Lamongan
tepatnya di Desa Solokuro, dan dilakukan pada bulan Mei dan Juni tahun

2010.
2. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah direktur utama KSUS Surya Perkasa Solokuro

Lamongan serta pengurus yang ada KSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan.
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3. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai produk-produk pembiayaan diKSUS

Surya Perkasa Solokuro Lamongan.

4. Data yang dihimpun

Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini sebagai berikut :

Sejarah berdirinya KSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan

®

b. Produk-produk pembiayaan KSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan

c. Prinsip operasional KSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan

d. Sistem pelaksanaan produk-produk pembiayaan diKSUS Surya Perkasa

Solokuro Lamongan

5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari Direksi dan

karyawan diKSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:
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Dokumen yang memuat sejarah dan profil KSUS Surya Perkasa

Solokuro Lamongan

Dokumen yang memuat produk-produk pembiayaan diKSUS Surya

‘Perkasa Solokuro Lamongan

Sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan

pustaka yang berhubungan masalah yang diteliti yaitu :

a) H.Karnaen A. Permataatmadja dan H. Muhammad Syafi’i

Antonio, apa dan bagaimana bank Islam, yogyakarta 1992

b) Muhammad Ridwan, Manajemen  Baitul Maal Wa

Tamwil(MBT),yogyakarta,UII Press,2004

¢) Takyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif

Persepektif Islam

d) M. Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam diindonesia

e) Dept. Agama Ri, Al-quran dan terjemahan

f) Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dan Teori Ke

Penerapan, gema insani press, jakarta, 2001

g) Gemala Dewi, DKK, Hukum perikatan Islam diindonesia
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6. Tehnik Pengumpulan Data
a. Interview (wawancara)

Tehnik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi
tentang mekanisme produk-produk pembiayaan, dengan cara bertanya
langsung kepada Direktur utama dan karyawan di KSUS “Surya Perkasa”

solokuro Lamongan serta beberapa nasabah yang terkait dalam pembiayaan.
b. Dokumenter

Sebagai pelengkap dari kedua tehnik diatas yang digunakan sebagai
landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas’, yaitu beberapa buku
yang membahas tentang produk-produk pembiayaan serta buku aturan

khusus KSUS Surya Perkasa.

7. Tehnik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan terhadap Produk-
Produk Pembiayaan Di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) “Surya

Perkasa” Solokuro Lamongan

Data 'pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode

deskriptif analisis dengan pola pemikiran induktif.

SM. Nazir, metode penelitianh 93
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a. Deskriptif Analisis

Menggambarkan atau menguraikan serta menjelaskan data yang
terkumpul tentang produk-produk pembiayaan dalam hal ini adalah
pada pembiayaan Mudarabah, Bay’bisamanil ajil dan Al- Qard Al-
Hasan di Koperasi Serba Usaha (KSUS) Surya Perkasa. Selanjutnya
dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui perspektif hukum
Islam mengenai produk-produk pembiayaan yang ada diKSUS Surya

Perkasa kemudian diambil kesimpulan
b. Pola Pikir Induktif

Analisis dengan mempelajari arah penalaran yang benar dari
sejumlah hal yang khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat
umum pada analisis penelitian ini yang dimaksud dengan pola induktif
yaitu produk-produk pembiayaan yang ada diKSUS, yang kemudian
diteliti sehingga ditemukan pemahaman secara umum yang terdapat

pada kesimpulan
J. Sistem Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 bab
dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan sisitematika sebagai

berikut:



BABI

BAB I

BAB III

BAB IV

BABYV
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: Pendahuluan. Bab ini berisi bahasn tentang gambaran umum yang
memuat tentang pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, difinisi operasional, metode

penelitian, dan diakhir sistematika pembahasan.

: Memuat tentang landasan teori. Bab ini mengemukakan tentang
konsep pembiayaan Mudarabah, Bay bisamani ajil , dan Al-Qard Al-
hasan menurut figh yang meliputi pembahasan tentang landasan

hukum, rukun-rukun pembiayaan, dan syarat-syarat pembiayaan.

: Adalah laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran
umum lokasi penelitian, aplikasi produk-produk pembiayaan baik
praktek Mudarabah, Bay’bisamani ajil , dan Al-Qard Al-hasan yang
meliputi pembahasan tentang latar belakang berdirinya, visi misi,

struktur organisasi, proses pengajuan pembiayaan.

: Analisis data. Bab ini merupakan analisis hukum Islam atas data-
data yang telah terkumpul sebagaimana tersebur dalam BAB III yang
meliputi produk-produk pembiayaan(Mudarabah, Bay’bisamani ajil ,

dan Al-Qard Al-hasar).

: Adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran



BAB II
KONSEP MUDARABAH, BAY’ BISAMANI AJIL, DAN AL-QARD AL-HASAN
A. Pembiayaan Mudarabah
Mudarabah di ambil dari istilah dlorbun fil Ardli (perjalanan di muka bumi),
karena keuntungan itu bisasanya di peroleh dari perjalanan, yaitu pemberian

modal kepada seseorang untuk diperdagangkan dengan sistem bagi laba dengan

perjanjian6.
Secara terminologi, para ulama’ figih mendefinisikan Mudarabah atau

Qiradh dengan :

Sids i)l 0559 43 sy Yo Jalall 41 W @b, 0

“Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk
diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan di

bagi menurut kesepakatan bersama.”

Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ditanggung

sepenuhnya oleh pemilik modal’. Dan di jelaskan dalam figih islam Qiradh, atau

¢ Abubakar Muhammad, 7 erjemahaan Subulussalam, ( Surabaya, Al-Ikhlas), 275
7 Nasrun Haroen, Figih Muamalah,(Jakarta,Gaya Media Pratama), 176

20
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mudarabah yaitu sesecorang memberikan modal kepada sesecorang untuk

diperniagakan dan dipersekutui untung atau laba®.

Menurut pendapat Rasyad Hasan Mudarabah adalah suatu akad (kontrak)
yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah,
jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada
orang lain yang agqi/ (berakal), mumayyiz (dewasa), dan bijaksana, yang ia
pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari

keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.’

Mudarabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan
pengusaha, dimana pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan
dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini
dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditanda tangani
yang dituangkan dalam bentuk nisbah, misalnya 70:30,65:35,.....Apabila terjadi
kerugian maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian managerial skill

waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.'

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang
mungkin terjadi, semakin tinggi tingkat resikonya maka akan semakin besar

nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola lembaga keuangan

8 Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Jakarta;Bulan Bintang, 1995), 462
? Hertanto widodo dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)mizan,hal.51

' H.Karnaen A.Permataatmadja dan H.Muhammad Syafi’i Antonio,apa dan bagaimana bank islam,
(yogyakarta 1992), hal.21
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syari’ah harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Biasanya
pembiayaan Mudarabah dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah

pasti.”

Meskipun pada dasarnya Mudarabah bisa dikategorikan kedalam salah satu
bentuk Musarakah'’, namun para cendekiawan figh Islam meletakkan
Mudarabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum, Al-
Qur’an surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya : “Dan sebagian dari mereka

orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah’.

Dalil yang melandasi dibolehkannya akad Mudarabah dapat juga kita temui
dalam berbagai hadis. Pada suatu riwayat diceritakan bahwa rasulullah SAW.
Pernah ikut serta dalam suatu kemitraan usaha dengan saibin syarik di makkah.
Riwayat lain mengisahkan bahwa Rasulullah SAW, pernah bersabda, ketika
seorang laki-laki membawa tiga anak perempuan seperti tahanan. Lalu beliau
berseru,”Wahai hamba-hamba Allah SWT, lakukanlah Mudarabah dengan laki-
laki tersebut, pinjami dia. “Ibn Majah meriwayatkan, Rasulullah Saw. telah

bersabda, ’kemakmuran ada dalam Mudarabah”."®

"Muhammad Ridwan,Manajemen  Baitul Maal Wa Tamwil(BMT), (yogyakarta;,UIl
Press,2004),hal. 170

2 Warkum Sumitro,SH,MH, Asas Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI
&£TAKAFUL) di indonesia, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada) ,hal.33

1 Hertanto widodo dkk, Panduan Praktis Operasionsl Baitul Msl Wat Tamwil (BMT),mizan,hal.52
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a. Hukum Mudarabah Dan dasar hukumnya

Akad Mudarabah dibolehkan dalam hukum islam karena bertujuan
untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam
memutarkan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam
mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para
pakar dibidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang.
Atas daras saling menolong dalam pengelolaan modal itu, islam
memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal
dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan

modal itu'*,

Alasan yang di kemukakan oleh para ulama figh tentang kebolehan
bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam surat al-Muzzammil, 73:20

yang berbunyi :

2
> b d

ﬁ“ u: “ )./’/ -
gsl&).‘a.eofo)mgo)

L

W § Osiper 095123
“Dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah”

Kemudian dalam sabda Rasullah SAW dijumpai sebuah riwayat
dalam kasus Mudarabah yang dilakukan oleh Abbas ibnu Abd al-Muthalib

yang artinya :

' Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta Gaya Media Pratama,) , 176



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jika
pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan 7jab dan gabul,
maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Sedangkan jumhur ulama
menyatakan bahwah rukun Mudarabah terdiri atas orang yang berakad,
modal, keuntungan, kerja, dan akad; tidak hanya terbatas pada rukun
sebagaimana yang di kemukakan oleh ulama hanafiyah akan tetapi ulama’
hanafiyah memasukan rukun-rukun yang disebut jumhur ulama’ itu, selain

Ijab dan gabul, sebagai syarat akad Mudarabah®.

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad Mudarabah kepada dua
bentuk, yaitru Mudarabah shahihah (Mudarabah yang sah) dan Mudarabah
fasidah (Mudarabah yang rusak). Jika Mudarabah yang dilakukan itu jatuh
kepada fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, pekerja
hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku
dikalangan pedagang di daerah itu sedangkan keuntungan menjadi milik
pemilik modal. Ulama’ Malikiyah menyatakan bahwa dalam Mudarabah
fasidah, setatus pekerja tetap seperti dalam Mudarabah shahihah, dalam

artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan'®,

15 Nasrun Haroen, Figih Muamalah,( Jakarta Gaya Media Pratama), hal 177
16 Nasrun Haroen, Figih Muamalah,(Jakarta Gaya Media Pratama), hal 178
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Dalam buku karangan Adiwarman A karim. Bank islam analisis figh

dan keuangan di jelaskan bahwa faktor-faktor yang harus ada (rukun)

dalam akad Mudarabah adalah:

1)

2)

3)

Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad Mudarabah harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama
bertindak sebagai pemilik modal (sahibul mal) sedangkan pihak kedua
bertindak sebagai pelaku usaha (mudarib atau amil), tanpa dua pelaku ini

maka akad Mudarabah tidak ada.
Objek

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek Mudarabah. Modal
yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa
nilai uangnya, sedangkan kerja yang di serahkan bisa berbentuk keahlian,

keterampilan, selling skill dan lain-lain.
Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekwensi dari prinsip sama-
sama rela, disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk

mengikatkan diri dari akad Mudarabah.
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4) Nisbah keuntungan

Adalah nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh
kedua pihak yang bermudarabah, mudarib mendapatkan imbalan atas

kerjanya sedangkan mendapatkan imbalan atas pernyataan modalnya.

a. Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk
prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai
nominal jadi nisbah keuntungan itu misalnya 50:50 atau 70:30. Jadi
nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan

berdaarkan porsi setoran modal'’

b. Bagi untung dan bagi rugi

Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang
besar pula, bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang
kecil juga. Kerugian dalam Mudarabah adalah ketidak mampuan
nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang
telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari

pembiayaan yang telah diterimanya.

Dalam hal terjadi demikian, kerugian ditanggung oleh

lembaga keuangan syari’ah kecuali akibat :

17 Adiwarman A karim. Bank islam analisis figih dan kevangan, hal 207



28

a) Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati
b) Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya

Karena hasil dari Mudarabsh belum dapat dipastikan
sebagaiman dalam jual beli atau laba, maka perlu diperhatikan hal-hal

sebagai berikut:
a) Ditenyukan adanya nasabah sejujur-jujurnya, disamping

kemampuan atau keahlian dalam usahanya, untuk itu perlu

diantisipasi antara lain dalam akad perjanjian

b) Hasil yang dapat ditermanaya tersebut harus diporoyeksikan lebih

dahuly, sesuai dengan kewajaran seperti dengan nisbah bagi hasil'®,
¢) Pokok-pokok perhitungan Mudarabah
d) Cara menentukan nisbah bagi hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam
menentukan bagi hasil di lembaga keuangan syari’ah, sebab aspek
nisbah merupakan aspek yang disepakati berseama antara kedua
belah pihak yang melakukan transaksi untuk menentukan nisbah

bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek:

18 Muhammad, manajemen bank islam,(yogyakarta, UPP AMP YKPN, ),hal.75
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a) Data usaha

b) Kemampuan angsuran

c) Hasil usaha yang dijalankan

d) Nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil
e) Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-
masing pihak yang kontrak jadi angka besarnya nisbah ini muncul
sebagai hasil tawar menawar antara sahibul mal dengan mudarib,
dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30,
80:20 bahkan 90:10, namun para ulama figh sepakat bahwa nisbah

100:00 tidak diperbolehkan'’
c. Jaminan

Untuk mengantisipasi resiko akibat kelalaian atau kecurangan,
pihak lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari

mudaritf®.

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya

murni diakibatkan oleh risiko bisnis (business risk), bukan karena

19 Muhammad, manajemen bank islam,(yogyakarta, UPP AMP YKPN, ), 203
2 Nur S buchari, koperasi syari’ah, 147
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risiko karakter buruk mudarib (character risk). Bila kerugian terjadi
karena karakter buruk, misalnya karena mu,da_ﬁb lalai dan atau
melanggar persyaratan-persyaratan kontrak Mudarabah, maka sahibul

maltidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

"Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak
boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam
akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk.”
Sedangkan untuk character risk, mudarib pada hakikatnya menjadi
wakil dari dalam mengelola dana dengan seizin, sehingga wajib
baginya berlaku amanah. Jika mudarib melakukan keteledoran,
kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu
melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya
yang tidak termasuk dalam bisnis Mudarabah yang disepakati, atau ia
keluar dari ketentuan yang disepakati, mudarib tersebut harus
menanggung kerugian Mudarabah sebesar bagian kelalaiannya
sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan
kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah
memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar
ketentuan yang disepakati. Mudarib tidak pula berhak untuk
menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa

kehadiran atau sepengetahuan sehingga dirugikan. Jelas hal ini
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konteksnya adalah character risk. Pihak mudarib yang lalai atau
menyalahi kontrak ini, maka shahib al-maal dibolehkan meminta
jaminan tertentu kepada mudarib . Jaminan ini akan disita oleh
sahibul mal jika ternyata timbul kerugian karena mudarib melakukan
kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul
disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan mudarib tidak dapat
disita oleh shahib al-maal. Cara penyelesaiannya adalah jika salah
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah?’.
¢. Mudarabah Dalam Sistem Lembaga Keuvangan Syari’ah

Kontarak ini dalam lembaga keuangan syari’ah kebanyakan
digunakan untuk tujuan perdagangan jagka penndek dan jenis usaha tertentu.
Kontrak kontrak terseebut memberikan wewenang terhadap segala macam
yang yang menyangkupembelian dan penjualan barang, yang indikasinya
untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang di dasarkan pada
kontarak, dalam hal ini posisi mudarib bertindak sebagai nasabah lembaga
keuangan untuk meminta  pembiayaan usaha berdasarkan kontrak

Mudarabah, mudarib menerima dukungan dana dari lembaga keuangan

2! Adiwarman A karim. Bank islan: analisis figih dan kevangan, 308
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(sahibul mal), yang dengan dana tersebut mudarib dapat mulai menjalankan
usaha dengan memnelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual

kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan®
d. Teknik Mudarabah dalam lembaga keuangan
Teknik Mudarabah dalam lembaga keuangan sebagai berikut:

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelol modal,
harus diserahkan tunai, dapat berupa uang. Apabila modal diserahkan

secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama;

b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan Mudarabah dapat diperhitungkan

dengan dua cara:
a) perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing);
b) perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing),

c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap
bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal
menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan
pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan

dana;

22 Abdullah saeed, Bauk Islam & Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Konteporer,
Pustaka Pelajar, (yogyakarta, 2003, 100
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a) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak

berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah;

b) Jika nasabah menciderai janji dengan sengaja, misalnya tidak mau
membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat

dikenakan sanksi administrasi
B. Pembiayaan Bay’Bisamani Ajil
a. Pengertian Bay bisamani Ajil

Bay’bis;'amani Ajil artinya pembelian barang dengan pembayaran
cicilan. pembiayaan Bay’bisaman Ajil adalah pembiayaan yang diberikan
kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang
modal(investasi). Pembiayaan Bay ’bisaman Ajil hampir sama dengan kredit
investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya

pembiayaan ini berjangka waktu diatas satu tahun (long run finansing).*

Telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-nisa’;29

<
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 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi( Yogyakarta,
Ekonisia, 2004), hal. 70-71

»H.Karnaen A.Permataatmadja dan H.Muhammad Syafi’i Antonio,apa dan bagaimana bank
islam, (yogyakarta 1992),hal.27
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah ksmu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”’®

Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan
pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dan mengangsur

sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan.?®

Jika harga jual telah ditetapkan atau disepakati, maka harga tersebut
tidak boleh diubah walaupun terjadi inflasi, deflasi, atau kenaikan tingkat
suku bunga pasar. Hal inilah yang membedakan dengan konsep ekonomi
konvensional, yang menetapkan imbalan atas kredit/pembiayaan yang
diberikan berdasarkan presentase tertentu (sesuai tingkat suku bunga pasar)
dari saldo kredit/pembiayaan. Dengan demikian, bunga/imbalan yang
dibebankan kepada nasabah akan mengikuti pergerakan (naik atau turunnya)
tingkat suku bunga. perbedaan yang lain adalah jika terjadi penunggakan
pembayaran, maka dalam konsep ekonomi konvensional akan dikenakan
pinalti dengan bunga berbunga.hal ini tidak boleh terjadi dalam ekonomi

islam.?’

» H.Karnaen A.Permataatmadja dan H.Muhammad Syafi’i Antonio, Apa Dan Bsgaimana Bank Islam,
(Yogyakarta 1992),. 76

** Muhammad Ridwan,Mansjemen Baitul Masl Wa Tamwil(BMT), (Yogyakarta;UII Press,2004),
hal. 168

27 Hertanto widodo dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT),mizan,hal.49
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Bay’bismani gjil diadakan dengan tujuan membantu pihak-pihak yang
tidak mampunyai kemampuan untuk membeli secara tunai®®, karena
pembiayaan Bay’bisamani ajil merupakan pembiayaan yang dalam
transaksinya berbentuk pemindahan milik dan pemilikan. maka pembiayaan
ini harus sesuai dengan dasar hukum dan syarat jual beli yang sah menurut

hukum Islam.
b. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah figh disebut dengan a/- bay’ yang berarti
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal a/-
bay’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya,
yakni kata asy-syira’ (beli). Dengan demikian kata a/-b4y’ berarti jual, tetapi

juga berarti beli.”’ Sebagaimana firman Allah Surat Fatir ayat 29:

<0l or

Jys & o\F O3h
“Mereka mengharpkan perniagaan yang tidak akan merugi.”™°

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang
dikemukakan ulama figh, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing

definisi adalah sama. Ulama hanafiyah mendefinisikannya dengan :

%8 Ibed, hal 50
2 Nasroen Haroen, Figh Muamalsh, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 111
30 Departemen Agama, A/Quran dan Terjemahnya, hal. 700
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Artinya : Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

Artinya : Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan

melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus
yang dimaksudkan ulama hanafiyah adalah melalui 7jab (ungkapan membeli
dari pembeli) dan gabu/ (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh
melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di
samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia,
sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang
boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi
manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan,

menurut ulama hanafiyah, jual belinya tidak sah. '

Definisi lain dikemukakan ulama malikiyah, syafiiyah dan hanabilah

menurut mereka, jual beli adalah :

Ky & ol s

3! Nasroen Haroen, Figh Muamalah, hal. 111-112
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Artinya : Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan

milik dan pemilikan.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan
pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus

dimiliki, seperti sewa menyewa (ijarah).>2

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli
ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai
nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-
benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan

yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati.”?

Para ulama sepakat untuk mengecualikan kewajiban 7jab dan gabul
itu terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari>*.

1. Dasar Hukum Jual Beli
a. Al-Qur’an

Q.S. Annisa’ ayat 29

#5 ol e 518 5385 1Yy Jldly 18 oS st oo it

v

32 Nasroen Haroen, Figh Muamalah 111-112.
% Ibid, hal. 69
** Amir Syarifuddin,Garis-Garis Besar Figh(Jakarta,Kencana,2003), hal.194
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“Haji orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....””

Q.S. Al-Bagarah ayat 198
A6 oA o il 555 28 0 Siad it 31 28306 o

Oalt gl 28 20 258 g5 28108 LS 4380015 ot 21

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan)
dan tubanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafat , berzikirlah
(dengan menyebut) allah sebagaimana yang telah ditunjukkan-Nya
kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk

orang yang sesat”>°

b. As-Sunnah

Hadits dari Rifa’ah Ibnu Rafi’

535 5 95 045 S HabrJusee bt (o83 & oo ol B0 o a0 g

35 Departemen Agama RI, A/-Qur’an Dan Terjemahnysa, 65.
3 Ibed, hal 24.
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“Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai
perkerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu

menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang

halal”

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban

2 2050 e o3 3305 42 a2 1 Al Bhs a1 b BSs ahaln Wi 2 s Bis
P B e it 3315 e a3 & & Oy (et aiglh & 2

PR o W PP f. Aes. §E ol L ° o i f Loz UE Lof
A5 5 g @ g e Jo b 0325 36 S 3 s 22 J6 g

“Dikabarkan kepada kita abbas ibnu al-walidi dimasyqiyyu,
marwan ibnu muhammad, Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Dawud
Ibnu Salih Al-Madini dari ayahnya berkata saya mendengar Aba
Said Al-Khudriyy berkata Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya

Jjual beli itu didasarkan kepada suka sama suka””’

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Menurut jumhur Ulama’ rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b) Sighat (lafal 7jab dan gabul)
¢) Ada barang yang dibeli

d) Ada nilai tukar pengganti barang.

37 Ibnu Majah, Sunan Tbnu Majab, 2, 737.
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Menurut madhab Hanafi, rukun jual beli hanya 7jab dan gabu/
saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah

kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.*®

Jika akad telah berlangsung, maka penjual harus memindahkan
barang tersebut kepada pembeli baik fingsional maupun kepemilikan

sesuai dengan harga yang disepakat i

b. Syarat jual beli
Menurut Madzhab Syafi’iyah, jual beli mempunyai beberapa

syarat, yait u®

a) Syarat yang berkaitan dengan aqid

1. Al-rusyd, yakni baligh, berakal, dan cakap hukum

2. Tidak dipaksa

3. Islam, dalam hal jual beli mushaf dan kitab hadits

4. Tidak kafir harbi dalam hal jual beli jual beli peralatan perang
b) Syarat yang berkaitan dengan 7jab gabu/ atau shighat akad |

1. Berupa percakapan dua pihak (khithobah)

2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya

3. Qabul dinyatakan oleh pihak kedua (mnukhathab)

3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, Cet. I, 2003), 118.

3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 12, (Bandung;PT Alma’arif), Hal,46

4% Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontckstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I,
2002), 123.
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4. Antara fjab dan gabul tidak terputus dengan percakapan lain
5. Kalimat gabu/ tidak berubah dengan gabu/ yang baru

6. Terdapat kesesuaian antara ijab dan gabul

7. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain

8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

4. Pembiayaan AJ-Qard Al-Hasan
a. pengertian Al-Qard Al-Hasan

Al-Qard Al-Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas
dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk

mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasif*'.

Fasilitas A/-Qard Al-Hasan ini diberikan kepada mereka yang
memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan yang sangat
urgen dan mendesak, selain itu juga di berikan pada para pengusaha kecil
yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik,
untuk menghindari diri diri dari riba, biaya adminisstrasi pada peminjam al-

Al-Qard Al-Hasan

a. Harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase

Y'warkum Sumitro, Asas Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui &Takaful)
Di Indonesis, (Jakarta;,PT Raja Grafindo Persada), hal 38
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b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang

mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak*’.

Ketentuan mengenai A/-Qard Al-Hasan diatas telah diatur dalam fatwa DSN

NO 19/DSN-MUVIX/2000. Dalam fatwa ini ketentuan A/-Qard Al-Hasan

adalah sebagai berikut:

a. Al-Qard Al-Hasan adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah

(miqtaridh) yang memerlukan.

b. Nasabah A/-Qard Al-Hasan wajib mengembalikan jumlah pokok yang

diterima pada waktu yang telah disepakai bersama
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

d. Lembaga keuangan dapat memintak jaminan kepada nasbah bila di pandan

perlu

e. Nsabah bisa memberikan tambahan dengan sukarela kepada lembaga

keuangan syari’ah selama tidak diperjanjikan dalam akad

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh pada saat
yang telah disepakati dan lembaga keuangan syar’ah telah memastikan

ketidak mampuanya, lembaga keuangan dapat :

2 Warkum Sumitro, Asas Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful)
Di Indonesia, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada), hal 40
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a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibanya®

Karena A/-Qard Al-Hasan merupakan pembiayaan yang dalam
transaksinya berupa pinjaman kepada seseorang maka harus sesuai dengan
dasar hukum dan syarat hutang piutang (gard) yang sah menurut hukum

Islam.
b. Pengertian Qard(hutang)

Qard Yaitu menghutangkan harta kepada orang lain tanpa
mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama
dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja dikehendaki. Akad gard
adalah akad tolong-menolong, tidak diperkenankan mengambil keuntungan
dari akad tsb. Qard yang mensyaratkan manfaat tertentu bagi pemilik
pinjaman adalah diharamkan. Kecuali jika peminjam memberikan manfaat
tambahan tanpa dipersyaratkan di awal, maka itu dianggap sebagai hadiah.

Dasar Hukum Qard

QS. Al-Baqarah: 245

bt Bl & dieliand Lo L3 1 oji g1 15 e

4 Wardyaningsih, Bank & Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta;Kencana Prenada Media, 2005), hal
128



“Barangsiapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah berupa pinjaman
yang baik, maka Allah akan melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda

yang banyak™,

1. Rukun dan Syarat Qard
a) Rukun Qardada 4:
b) Mugridh, orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
¢) Mugqtaridh , orang yang mempunyai hutang
d) Mugqtaradh, obyek yang dihutangkan

e) Sighat akad (ijab dan gabul)

Syarat bagi mugridh dan muqtaridh adalah ahliyatu al-tabarru’ , orang
yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung
jawab. Jadi anak kecil dan orang gila tidak masuk kategori ini. Selain itu juga
disyaratkan tidak ada paksaan. Syarat mugfaradh adalah barang yang
bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan. Syarat sighat harus
menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Qard tidak boleh
mendatangkan manfaat bagi mugridh. Dalam sighat jjab gabul juga tidak

mensyaratkan gardbagi akad lainnya.

* Departemen Agama RI, A/-Qur’an Dan Terjemahnya, 65.
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2. Aplikasi Qard dalam lembaga kevangan syariah syariah

Qard dikategorikan akad ta’awuni (saling tolong-menolong), bukan
transaksi komersial. Akad ini dijalankan untuk fungsi sosial lembaga
keuangan syariah. Dananya bisa diambil dari dana zakat, infaq dan shadaqah
yang dihimpun oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah
memberikan pinjaman murni kepada orang miskin tanpa dikenakan biaya
apapun. Lebih efektif jika pinjaman diberikan untuk kepentingan produktif,
bukan konsumtif. Adapun cara pengembaliannya dengan diangsur atau
dibayar tunai sckaligus. Jika pinjaman sudah dikembalikan, lembaga
keuangan syariah dapat memutar kembali secara bergulir dan bergilir“. Dan
apabila dalam jangka waktu yang telah di sediakan oleh pihak lembaga
keuangan syariah nasabah belum mampu mengembalikan pinjaman maka
lembaga keuangan syariah di sunnahkan untuk menangguhkan tagihan*. hal

ini sesuai dengan firman allah surat Al-Baqarah 280,

o 2z
“? Yt
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45 http://www.slideshare.net/lukmanul/figh-muamalah-kontemporer-wadiah-rahn-qardh,03.02,201 1
* Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 12, (Bandung;PT Alma’arif), Hal 147
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“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilsh tangguh
sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)

itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”,



BAB III

PRAKTEK PRODUK - PRODUK PEMIAYAAN DI KOPERASI SERBA USAHA

SYARIAH (KSUS) “SURYA PERKASA” SOLOKURO LAMONGAN

A. Scjarah Tentang KSUS

1. Profil KSUS diDesa Solokuro Lamongan

Koperasi serba usaha syari’ah”Surya perkasa”(KSUS SP) secara
hukum yang berdiri pada tanggal 27 bulan maret tahun 2007. Yang didirikan
oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Solokuro, dengan prakarsa pimpinan
cabang bagian Majlis Ekonomi dan didukung oleh pimpinan ranting-ranting.

Khususnya bagian ekonomi yang ada diranting-ranting Muhammadiyah.

Sehingga pada saat sosialisasi pendirian koperasi yang diikuti oleh
utusan ranting-ranting dan pengusaha muda muhammadiyah sejumlah 67
orang dan sekaligus siap untuk mengajukan menjadi calon anggota. Oleh
karena itu dalam waktu singkat perkembangannya cukup bagus hal ini seiring
dengan antusias warga setempat baik yang notabene warga muhammadiyah
maupun yang bukan warga muhammadiyah yang memanfaatkan jasa KSUS
SP tersebut. Dimana saat ini sudah mempunyai satu unit UJK Syari’ah yang

menerapkan sistem bagi hasil.

48
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Berdasarkan hasil wawancara ke pada Bapak Askuri,SHMMA

selaku direktur utama Koperasi Serba Usaha Syari’ah (KSUS) “Surya

Perkasa” penulis dapat mengumpulkan data sebagimana di jelaskan dalam

bab tiga ini,

Adapun yang melatar belakangi berdirinya KSUS “Surya Perkasa” ini

adalah:

1.

perlunya wadah ekonomi sebagai sarana dakwah Muhammadiyah

Terbentuknya suatu wadah ekonomi berbasis ke islaman ditingkat

cabang solokuro

banyaknya lembaga keuangan mikro dengan sistem konvensional yang

bermunculan disolokuro

banyaknya usulan-usulan dari ranting-ranting agar pimpinan cabang

membentuk lembaga ekonomi kerakyatan

banyaknya pengusaha muda Muhammadiyah di cabang solokuro yang

butuh wadah Ekonomi

tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni khususnya digenerasi

muda muhammadiyah terutama dibidang koperasi.
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2. Visi Dan Misi

visii membangun kehidupanekonomi syari’ah yang kuat dan mantap serta

berkesinambungan

misi :

a. Menata kehidupan masyarakat dengan berbasis ekonomi syari’ah

dan kerakyatan

b. membentuk koperasi syari’ah untuk membangun sistem ekonomi
masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan

akhirat

Koperasi Serba Usaha surya perkasa didirikan dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat masyarakat pada umumnya

serta dakwah islamiyah,

3. Kelembagaan dan Struktural

1. Identitas umum

a. Nama lengkap :Koperasi Serba Usaha Syari’ah(KSUS)
"Surya Perkasa”
b. Alamat kantor :Gedung Dakwah Muhammadiyah cabang

Solokuro Lamongan



2. Kelengkapan organisasi

a. Aturan tertulis organisasi

Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga

b. No.badan hukum

BH:581/BH/XVI1.10/04/413.110/2007

c. Jangkauan pelayanan

Wilayah kabupaten lamongan dan sekitarnya

50



3. Struktur Organasasi
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Tabel I
Struktur Organisasi
Penasehat Direktur utama DPS
Drs. H. Kasdari ~ | Asykuri, SH, " | Drs. Syukron R, MM
H. Husnul Aqib, S Ust. H. Muntasam
Sekertaris Bendahara
< >
Adhan F, SH Afif Musthofa, SE,
v
Manajer
Khoirul M, SE
Kasir

Frida, SPd
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1. Pemberian pinjaman/ pembiayaan
Yang berhak mendapatkan pinjaman dari KSUS “Surya perkasa” adalah :
a. Semua anggota KSUS “Surya perkasa” yang telah memenuhi syarat
b. Calon anggota KSUS “Surya Perkasa” yang telah memnuhi syarat
c. Koperasi lain dan anggota koperasi lain yang juga memenuhi syarat

d. Pemberian pinjaman atau pembiayaan anggota hanya diberikan kepada

anggota yang punya usaha ekonomi produktif

2. Syarat pengajuan pinjaman/pembiayaan

1. Hadir secara pribadi untuk mengisi dan menandatangani form pembiayaan

dengan membawa berkas-berkas persyaratan
2. Menyerahkan jaminan kendaraan bermotor (mobil atau sepedah motor)

3. Berkas-berkasa yang dipersyaratkan dalam mengajukan pinjaman/

pembiayaan antara lain:
a. BPKB asli dan foto copy dari kendaraan yang di jaminkan

b. Menunjukan STNK dan menyerahkan foto copy STNK kendaraan yang

dijaminkan yang dalam kondisi pajaknya hidup

c. Foto copy KTP anggota pinjaman/ pembiayaan
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d. Foto copy KSK anggota pinjaman

4. Kendaraan yang dijaminkan harus dibawa serta untuk dicek fisik oleh

petugas dari KSU

5. Nilai jaminan yang diberikan minimal dua kali dari nilai pinjaman yang

diajukan
6. Tahun kendaraan yang diajukan diharapkan tahun 2000 ke atas

7. Pinjaman 10 juta ke atas harus dengan rekomendasi pengurus (dalam hal ini

ketua)
8. Telah mendapat ACC pemberian pembiayaan oleh pejabat berwenang
3. Biaya Administrasi

Setiap anggota yang melakukan pinjaman/pembiayaan di kenakan

biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk pengajuan pinjaman/pembiayaan dikantor pusat sugihan dan di
cabang laren di kenakan biaya administrasi 1% dari nilai pinjaman

dengan perlakuan akuntansi sebagi pendapatan

b. Untuk pengajuan pinjaman dikantor cabang dikenakan biaya administrasi
1.5% dari nilai pinjaman. Sedangkan setiap  pencairan

pinjaman/pembiayaan akan dikeluarkan cadangan resiko sebagi beban



35

resiko pinjaman/pembiayaan oleh fihak koperasi sebesar 0.5% dari nilai

pinjaman.

4. Jangka waktu

Jangka waktu pinjaman baik dipusat maupun di cabang adalah
pembiayaan syari’ah semua termasuk jangka pendek yaitu waktunya

maksimal 1 tahun?’.
D. Produk-Produk pembiayaan
1. Pembiayaan Mudarabah

Pembiayaan Mudarabah adalah produk pembiayaan yang ditawarkan
pihak KSUS kepada nasabah dengan prosentase nisbah bagi hasilnya adalah
70:30, 75:25,.... dan prosentase ini ditentukan sesuai dengan kebijakan pihak
KSUS sendiri dan ditindak lanjuti dengan persetujuan dari pihak nasabah
ketika akad permohonan pembiayaan dilakukan, dengan rinciannya 70%
untuk nasabah dan 30% untuk pihak KSUS selaku sahibu/ mal, nisbah bagi
hasil ini diambil dari modal pokok (pinjaman awal) dan bukan dari

keuntungan yang diperoleh.

Dalam memberikan pembiayaan pihak koperasi mengklasifikasikan
pemohon pembiayaan menjadi dua golongan, yaitu nasabah (yang telah

tertulis dibuku anggota) dan non nasabah (masyarakat yang belum menjadi

7 Hasil wawancara dengan bpk Drs. Kasdari.(ketua KSU kencana makmur), tanggal 20/05/2010
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nasabah akan tetapi ingin melakukan pembiayaan), hal ini dilakukan oleh
pihak koperasi dengan tujuan untuk membedakan antara anggota koperasi
dengan non anggota koperasi, karena hal ini mempengaruhi jumlah
pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Seorang yang telah menjadi anggota
koperasi lebih diuntungkan, karena dalam memberikan barang jaminan
sebagai persyaratan dalam melakukan pembiayaan mendapatkan dispensasi
oleh pihak koperasi dengan kata lain, seorang nasabah dapat melakukan
pembiayaan dalam jumlah yang besar dengan hanya memberikan jaminan
dengan nilai harga yang kecil dan bahkan seorang nasabah tersebut tidak
perlu memberikan jaminan barang apabila telah mendapatkan kepercayaan

khusus oleh pihak koperasi.

Sesuai dengan persyaratan yang telah tercantum dalam buku aturan
khusus koperasi serba usaha syari’ah (KSUS) Surya Perkasa” bahwa seorang
nasabah akan mendapatkan pembiayaan tidak lebih dari 50% nilai harga jual
barang jaminan yang diberikan kepada koperasi. Hal ini bertujuan untuk
mengantisipasi para nasabah yang tidak dapat melakukan kewajibannya
(pengembalian) dengan kata lain kekhawatiran pihak koperasi bahwa nasabah
tersebut akan lari dari tanggung jawabnya, apabila seorang nasabah tidak
dapat melakukan penggembalian sesuai dengan jangka waktu yang telah
disepakati maka pihak koperasi akan berupaya untuk menghadirkan nasabah

tersebut dengan cara pemanggilan dan hal ini berlangsung selama 30 hari,
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dengan rincian 15 hari untuk peringatan dan 15 hari untuk pemanggilan
wajib hadir, apabila dalam kurun waktu tersebut belum ada tindak lanjut dari
nasabah maka pihak koperasi akan mengeksekusi barang jaminan tersebut,
yaitu pihak koperasi akan menjual barang jaminan tersebut sesuai dengan
nilai harga pasar dengan tujuan untuk melunasi pinjaman yang telah
dilakukan oleh nasabah tersebut dan apabila terdapat sisa dari penjualan
barang jaminan setelah dikurangi pinjaman pokok dan tambahan maka akan

dikembalikan lagi kepada pihak nasabah.
Pembiayaan Mudarabah ini dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu;
a. Pinjaman tunai

Adalah pinjaman yang diberikan secara tunai dan terfokus bagi nasabah
yang ingin mengadu nasib diluar negeri, hal ini terpicu karena banyaknya
masyarakat lamongan khususnya daerah kecamatan solokuro yang ingin
menjadi TKI diluar negeri sedangkan dana yang dibutuhkan kurang dari
standar yang dituntut. Sehingga koperasi menawarkan pembiayaan
tersebut untuk biaya transportasi para nasabah. Nisbah bagi hasil yang
diberikan pihak koperasi adalah 70% untuk nasabah dan 30% untuk pihak
koperasi dan nisbah bagi hasil ini diambil dari modal pokok (pinjaman

awal) dan ditambah dengan biaya administrasi, pengembalian pinjaman
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bisa dilakukan secara cicilan atau langsung tunai dengan kata lain

pengembalian bisa dilakukan pada akhir perjanjian.

b. Pinjaman modal

Adalah pinjaman yang diberikan secara tunai kepada nasabah untuk
keperluan usaha dan pinjaman ini hanya diberikan kepada para petani,
pengelola tambak dan pedagang yang sudah berpengalaman dan tidak
lepas dari kebijakan pihak KSUS sendiri tentang penilaian karakteristik
dari seorang nasabah. Nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak
koperasi adalah 70% - 75% untuk nasabah dan 25% - 30% untuk pihak
koperasi, hal ini ditentukan pihak KSUS secara sepihak berdasarkan
pengamatan pihak koperasi atas atmosfer perdagangan harga dipasaran,
dan juga diambil rata-rata penghasilan dari pengelola usaha yang sama
dengan nasabah (peminjam) secara keseluruhan khususnya didaerah

kecamatan solokuro.

Penetapan bagi hasil di KSUS Surya Perkasa adalah berdasarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan besarnya modal awal yang dipinjam oleh pihak nasabah.
Sehingga besarnya nisbah bagi hasil sudah diketahui sebelum usaha

dilakukan dan keuntungan diperoleh
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2. Besarnya prosentase bagi hasil yang diterapkan adalah berdasarkan

besarnya perkiraan keuntungan perbulan dari usaha yang dijalankan,

3. Ditentukan oleh kedua pihak, koperasi dan peminjam sesuai dengan
kesepakatan, jadi besar kecilnya presentasi pembagian bagi hasil adalah
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang di sepakati pada awal

perjanjian pembiayaan

Contoh kasus 1 : Pada tanggal 03 Januari 2008, Muslan seorang
petani ingin mengajukan pembiayaan mudharabah kepada KSUS Surya
Perkasa sebesar Rp 5.000.000 dengan jaminan sepedah motor dan BPKB.
Jangka waktu pembiayaan mudharabah selama 10 bulan dalam perjanjian.
Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 75 ; 25. Muslan dianjurkan oleh
pihak KSUS Surya Perkasa untuk mengangsur perbulanya sesuai dengan
tanggal yang ditentukan

Cara penyelesaianya:

Jumlah pembiayaan : Rp 5.000.000,00

Jangka waktu pembiayaan : 10 bln

Angsuran perbulan : Rp. 500.00,00 selama 10x Angsuran

Bagi hasil :25% (diambil dari modal awal) yang
diberikan kepada pihak KSUS sebesar

Rp.1.250.000,00



- Bagi hasil sebesar Rp.1.250.000,00 tersebut dapat dibayar secara
angsuran atau sekaligus pada akhir periode
- Apabila Muslan ingin memberikan bagi hasil tersebut secara angsuran

maka muslan harus membayar angsuran sebesar Rp.625.000,00 tiap

bulannya

Nama

Alamat

Tgl. Pembiayaan
Jth Tempo

Jml. Pembiayaan

Jaminan BPKB SEPEDAH MOTOR

Angsuran Pembiayaan Mudharabah

Tabel IV

: Bpk Muslan

: J1. Merdeka Rt. 01/02 Sugihan Solokuro Lamongan

: 03. Januari. 2008

: 03 Oktober. 2009

: Rp 5.000.000

Angsuran
Tanggal/bln | Ke Pokok Bagi hasil | Jumlah Paraf
3, februari |1 |500.000 125.000 | 625.000
3, maret 2 | 500.000 125.000 | 625.000
3,april 3 | 500.000 125.000 | 625.000
3,mei 4 {500.000 125.000 | 625.000
3, juni 5 |500.000 125.000 | 625.000
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3, juli 6 |500.000 125.000 625.000
3, agustus 7 {500.000 125.000 625.000
3,september [ 8 | 500.000 125.000 625.000

2. Pembiayaan Bay’bisamani Ajil atau Al-Qard Al-hasan

Bay’bisamani Ajil, yaitu pola pembiayaan kebajikan yang ditujukan
pada mudarib yang usahanya berskala kecil dengan jumlah pembiayaan
maksimal Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang mana bagi hasil yang
diberikan oleh fihak mudlorib tidak ada ketentuan tergantung keikhlasan
fihak mudarib. dan sumber dana yang digunakan adalah dana infak dan

shodaqoh.

Produk pembiayaan ini adalah salah satu produk yang menjadi ciri
khas dari lembaga keuangan syari’ah karena didalamnya terdapat unsur
saling tolong menolong antara sesama manusia, seperti halnya dengan yang
ada dalam lembaga keuangan syari’ah lainnya, Koperasi Surya Perkasa juga
menawarkan pembiayaan ini kepada para nasabah dengan tujuan membantu
para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tetapi kurang mampu dalam
melakukan pembayaran, jadi pembiayaan ini dikhususkan kepada nasabah
yang dalam taraf tingkat perekonomian menengah kebawah. Dalam

pelaksanaan pembiayaan ini modal sepenuhnya berasal dari pihak koperasi
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dengan kata lain pembiayaan ini berbentuk pinjaman langsung dari koperasi,
karena dana pembiayaan A/-Qard Al-hasan atau yang biasa disebut
Bay’bisamani Ajil ini berasal dari dana infaq dan sadaqah, maka jumlah
pembiayaan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan dengan produk
pembiayaan lainnya dengan kata lain pihak koperasi memberikan suatu
batasan maksimal dalam memberikan pembiayaan ini, pihak koperasi hanya
memberikan modal sebesar 500 ribu kepada para nasabah yang ingin
melakukan pembiayaan ini, hal ini dikarenakan kekhawatiran pihak koperasi
akan para nasabah yang nakal sehingga mereka mempergunakan produk
pembiayaan ini tidak sebagai fungsinya, dengan kata lain para nasabah
tersebut akan menjadikan pembiayaan ini sebagai satu-satunya jalan keluar
untuk melengkapi kebutuhan hidup mereka karena pembiayaan ini adalah
pembiayaan yang diberikan secara cuma-cuma dalam arti tanpa disertai biaya

tambahan dan juga tidak terikat jangka waktu dalam pengembalian.

Dalam memberikan pembiayaan ini pihak koperasi melakukan uji
karakteristik terlebih dahulu sehingga pihak koperasi dapat membedakan
antara nasabah yang benar-benar kurang mampu dalam melakukan
pengembalian dengan nasabah nakal yang hanya melakukan pembiayaan ini
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari saja karena pembiayaan ini
tidak dipungut biaya tambahan, karena pada prinsipnya pembiayaan ini

ditujukan khusus bagi nasabah yang kurang mampu dalam melakukan
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pengembalian akan tetapi mereka ingin mengelola suatu usaha sehingga

usaha tersebut dapat merubah taraf hidup mereka.

Karena pembiayaan Bay’Bisamani Ajil atau Al-Qard Al-hasan ini
berasal dari dana infaq dan sadaqah maka seorang nasabah tidak dituntut
untuk memberikan suatu jaminan atas pembiayaan yang dilakukan, nasabah
hanya perlu menunjukkan suatu kebenaran atas kondisi perekonomian yang
dialaminya dan juga disertai oleh kemauan yang keras pihak nasabah akan
usaha yang dikelolanya tersebut akan berhasil, sehingga pihak KSUS yakin

bahwa nasabah tersebut dianggap perlu untuk diberikan pembiayaan tersebut



BABIV

PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN DI KSUS "SURYA PERKASA”
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pembiayaan Mudarabah

Produk pembiayaan Mudarabah yang ada diKSUS surya perkasa
memiliki karakteristik yang berbeda dengan KSU yang lain karena dalam
pembagian prosentase nisbah bagi hasil ditentukan diawal perjanjian
sebesar 70% untuk pengelola (mudarib ), dan 30% untuk pihak KSUS
(sahibul mal), hal ini seperti yang telah diatur dalam aturan khusus KSUS
surya perkasa, ketentuan ini disepakati oleh kedua belah pihak ketika
awal akad perjanjian jadi ketika kesepakatan ini ditentukan akan terlebih
dahulu diadakan tawar menawar antara pihak KSUS dengan nasabah,
akan tetapi yang membedakan koperasi Surya Perkasa dengan lembaga
keuangan yang lainnya adalah jumlah prosentase 30% untuk shohibul
maal (KSUS) yang diambil dari modal awal, sehingga secara tidak
langsung pihak koperasi tidak memperhitungkan keuntungan maupun
kerugian yang dialami oleh nasabah dalam melakukan usaha atas

pembiayaan tersebut.

Dan hal ini seperti yang telah di jelaskan dalam hukum islam dan
perbankan syariah, pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara
langsung dalam artian pengembalian secara keseluruhan pada akhir waktu

65
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perjanjian atau nasabah dapat melakukan pengembalian dengan cara
mengangsur perbulan dengan jumlah total angsuran sebesar 30% (dari
modal awal) + pokok, dengan perhitungan tiap pembiayaan yang
diberikan oleh pihak koperasi sebesar 1.000.000 maka pihak koperasi
akan membebankan biaya tambahan kepada pihak nasabah sebesar
300.000 ditambah dengan biaya administrasi, dan pembayaran dapat
dilakukan secara langsung atau angsuran dengan jumlah keseluruhan
1.300.000 ditambah dengan biaya administrasi tiap pembiayaan
1.000.000. Jadi bagi hasil yang diberikan pihak nasabah ke KSUS tetap
dan tidak berubah hal ini berarti menyimpang dari aturan hukum Islam,
dimana prosentase nisbah bagi hasil di tentukan di awal setelah terjadi
tawar menawar antara kedua belah pihak sampai ada kesepakatan dan
ditentukan dengan prosentase 60:40, 65:35, 70:30, dll. Nisbah bagi hasil
akan diambil dari keuntungan yang didapat atas usaha yang dijalankan
setelah dipotong biaya pokok dan biaya pengelolaan usaha sehingga baik
pihak nasabah maupun pihak koperasi akan mendapatkan keuntungan
yang tidak pasti, sechingga pihak nasabah maupun pihak koperasi juga
akan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kerugian dalam usaha
yang dijalankan, hal ini telah dijelaskan oleh beberapa ulama figih bahwa
Mudarabsh adalah pemberian modal kepada seseorang untuk

diperdagangkan dengan sistem bagi laba dengan perjanjian
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Dari Suhaib r.a. (katanya): sesungghnya Nabi SAW bersabda : ada tiga
perkara yang ada berkah padanya : jual beli dengan tempo pembayaran,
pemberian modal niaga pada sesecorang dan pencampuran gandum

dengan syair (fenis beras) untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli.
di riwayatkan oleh ibnu majjah”

dan dalam nisbah bagi hasil dapat ditentukan secara keseluruhan
pada akhir periode atau secara perbulan dalam artian sebelum masa
perjanjian berakhir asalkan usaha yang dijalankan telah mendapatkan
hasil yang pasti. Dan apabila dalam pengelolaan tersebut mengalami
kerugian maka pihak koperasi akan mengahalisa terlebih dahulu
penyebab dari kerugian tersebut, jika kerugian tersebut terjadi akibat
kelalaian dari pihak nasabah maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh
pihak nasabah, dan apabila kerugian tersebut terjadi akibat bencana alam
atau resiko dalam managemen pengelolaan usaha maka kerugian dapat
diminimalisir yaitu kerugian ditangung secara bersama antara pihak
koperasi dengan pihak nasabah dan besar jumlah yang akan ditanggung
tiap-tiap pihak ditentukan pada perjanjian awal yaitu sebelum

pembiayaan usaha ini dijalankan.
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B. Pembiayaan Bay ’bisamani Ajil atau Al-Qard Al-hasan

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini modal sepenuhnya berasal dari
pihak koperasi dengan kata lain pembiayaan ini berbentuk pinjaman
langsung dari koperasi, karena dana pembiayaan Bay’biéamani Ajil atau
yang biasa disebut A/-Qard A/-hasan ini berasal dari dana infaq dan
sadagah, maka jumlah pembiayaan ini jauh lebih kecil dibandingkan
dengan dengan produk pembiayaan lainnya dengan kata lain pihak koperasi
memberikan suatu batasan maksimal dalam memberikan pembiayaan ini,
pihak koperasi hanya memberikan pinjaman modal sebesar 500 ribu kepada
para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ini, dan pembiayaan ini
hanya diberikan kepada nasabah yang benar-benar ingin mengelola usaha
sendiri dan kurang mampu dalam melakukan pembayaran juga tidak

terlepas dari kebijakan pihak koperasi sendiri.

Pembiayaan ini memang mencerminkan produk pembiayaan yang
sesuai dengan syaria’ah, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai
dengan teori lembaga keuangan syari’ah yang sesuai dengan hukum islam
yaitu terkait dengan keputusan pihak koperasi untuk tidak membedakan
antara produk pembiayaan Bay’bisamani Ajil dengan Al-Qard Al-hasan
dalam tanda kutip kedua pembiayaan ini dianggap sama karena sama-sama
untuk orang yang kurang mampu, padahal dalam teori perbankan syari’ah

antara pembiayaan Bay’bisamani Ajil dan pembiayaan Al-Qard Al-hasan
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jelas berbeda karena pembiayaan Bay’bisamani Ajil adalah pembiayaan
yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan
barang atau dengan kata lain pembelian barang dengan cara cicilan.
Pembiayaan ini adalah suatu pembiayaan dalam bentuk jual beli dimana
pihak shohibul maal akan membeli suatu barang atas keinginan nasabah
dan pihak nasabah dapat melakukan pembayaran atas pembelian barang
tersebut kepada pihak koperasi dengan cara cicilan dalam kurun waktu
yang relatif lama dan dengan jumlah yang lebih besar dari harga barang
yang sebenarnya, hal ini sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah
pihak dalam artian kelebihan dana tersebut sebagai pengganti atas waktu
penundaan pembayaran yang diberikan oleh pihak koperas. Sedangkan
pembiayaan A/-Qard Al-hasan adalah suatu pinjaman langsung yang
diberikan suatu lembaga keuangan syari’ah atas dasar kewajiban sosial
semata, di mana peminjam tidak diwajibkan untuk mengembalikan apa

pun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasif.

Produk pembiayaan yang ada di KSUS Surya Perkasa ini terdapat
penyimpangan, penulis dapat menganalisis bahwa terjadinya suatu

penyelewengan tersebut disebabkan oleh:
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Pada teori perbankan syariah di jelasakan bahwa nisbah di
tentukan antara kedua belah pihak dengan prosentase 70:30, 65:35
yang diambil dari keuntungan hasil usaha, akan tetapi pada
penerapannya pihak KSUS memberikan pfosentase 70:30, 65:35
yang diambil dari modal awal.

Alasan pihak KSUS Surya Perkasa memberikan prosentase nisbah
bagi hasil 70:30, 65:35, yang diambil dari modal awal, berdasarkan
pertimbangan oleh pihak KSUS sendiri atas banyaknya nasabah
yang kurang transparan dalam jumlah keuntungan hasil usaha
sehingga pihak KSUS memberikan suatu tindak lanjut berupa

pemberian prosentase yag diambil dari midal awal.

Kurang maksimalnya kinerja Dewan Pengawas Syariah yang ada
di KSUS dan bahkan seakan-akan KSUS Surya Perkasa tidak

memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Kurangnya pengetahuan nasabah akan produk pembiayaan
syari’ah sehingga nasabah lebih menginginkan pembagian
prosentase yang tetap dan pasti tiap bulannya, sehinga pihak
KSUS mengambil kebijakan untuk memberikan prosentase bagi

hasil yang diambil dari modal awal.
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5. Pengelola sekaligus penangung jawab KSUS belum paham betul
mengenai penerapan produk-produk pembiayaan syariah yang
sesuai dengan teori perbankan syariah menurut hukum Islam

schingga terjadinya penyelewengan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis data-data yang diperoleh di atas dengan

judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk-Produk Pembiayaan Di Ksus

Surya Perkasa Lamongan” maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1.

Produk pembiayaan Mudarabah yang ada pada KSUS Surya Perkasa
dalam pembagian prosentase nisbah bagi hasilnya ditentukan diawal
perjanjian sebesar 70% untuk pengelola usaha (mudarib ), dan 30% untuk
pihak KSUS (sahibul mal) yang diambil dari modal awal, jadi bagi hasil yang
diberikan pihak nasabah ke KSUS selalu tetap.

Selain itu produk pembiayaan yang ada pada KSUS yaitu Bay bismani
gjil dan Al-Qard Al-Hasan yang mana kedua produk tersebut disamakan dan
tidak ada perbedaan antara keduanya, hal ini dikarenakan kedua pembiayaan
ini sama-sama ditujukan dan dikhususkan bagi orang yang kurang mampu.

Praktek produk pembiayaan Mudarsbah yang ada di KSUS Surya Perkasa
tidak sesuai dengan hukum Islam karena Mudarabah adalah suatu perjanjian
usaha antara sahibul mal dengan Mudarib, dimana pihak KSUS (sahibul
mal) menyediakan seluruh dana yang diperlukan pihak nasabah (Mudarib)

untuk mengelola suatu usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi setelah

72



72

keuntungan diperolah dengan prosentase 70:30, 65:35 jadi prosentase
tersebut tidak diambil dari modal awal.

Sedangkan produk pembiayaan Bay bisamani ajil dan Al-Qard Al-Hasan
dibedakan antara keduanya dimana Bay’bisamani ajil adalah pembiayaan
yang ditujukan untuk orang yang tidak mampu dalam membeli barang secara
tunai, dan pihak KSUS melakukan pembiayaan berupa pembelian barang
tersebut atas permintaan nasabah dengan ketentuan pihak nasabah akan
melakukan pembayaran kepada kepada pihak KSUS dengan cara cicilan dan
alokasi waktu yang relatif lebih lama. Sedangkan A/-Qard A/-Hasan adalah
pembiayaan khusus untuk orang yang tidak mampu dan tidak ada biaya
tambahan dalam pengembaliannya akan tetapi apabila dalam
pemgembalianya nasabah ingin memberikan biaya tambahan sebagai balasan
atas jasa yang telah diberikan pihak KSUS maka hal itu diperbolehkan, tetapi

hal ini tidak menjadi suatu kewajiban.

B. Saran

L.

Kepada Dewan Pengawas syariah Hendaknya lebih memperhatikan lagi
penerapan dan mikanisme produk-prokuk pembiayaan yang ada di KSUS

Surya Perkasa.

Untuk para nasabah dan masyarakat yang akan melakukan pembiayaan
di KSUS hendaknya lebih mengedepankan aspek kejujuran, karena hal

itu dapat mempengaruhi kinerja KSUS.
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